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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum yang berjudul ‚Tinjauan 

Fiqh Siya>sah Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan 

Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum‛, yang bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan : 1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap fungsi pengawasan lembaga 

Bawaslu perihal pelibatan anak saat kampanye pilkada tahun 2020 menurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2. Tinjauan 

Fiqh Siya>sah terhadap fungsi pengawasan lembaga Bawaslu perihal pelibatan 

anak saat kampanye pilkada tahun 2020 menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian studi 

pustaka (library research). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan 

pola hukum deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga 

menjadi data yang konkrit mengenai fungsi pengawasan lembaga Bawaslu 

perihal pelibatan anak saat kampanye pilkada tahun 2020 menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya data 

tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siya>sah 
Ida>riyyah yang merupakan bagian dari Fiqh Siya>sah yang membahas masalah 

tetntang cara pengaturan masalah ketatanegaraan (administratif) Islam. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga Bawaslu mempunyai 

tugas dan kewenangan yaitu mencegah, mengawasi dan menindak (memutus) 

sengketa pelanggaran proses pemilu. Akan tetapi kasus yang sama masih sering 

terjadi setiap menjelang pemilu yaitu kasus pelibatan anak saat kampanye politik. 

Hal ini dikarenakan kurang tegasnya regulasi, sanksi dan penindakan terhadap 

para pelanggar proses pemilu. Tugas dan kewenangan Bawaslu dalam tinjauan 

Fiqh siya>sah mempunyai kesamaan dengan Wila>yat al-Hisbah, untuk tugasnya 

yaitu sama-sama mencegah agar tidak sampai terjadi pelanggaran dan mengawasi 

berjalanya suatu hukum agar terciptanya ketertiban di masyarakat, selain itu 

kewenangannya  sama-sama bisa menyelesaikan dan menindak (memutus) 

perkaranya sendiri serta tidak memerlukan proses peradilan dalam 

penyelesaiannya. 

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya Bawaslu seharusnya bisa 

lebih tegas dan adil dalam menyelesaikan persoalan pelibatan anak saat 

kampanye politik, peran dari masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu 

pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu sebaiknya 

pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada agar dimasukkan norma 

yang mengatur tentang pelarangan pelibatan anak saat kampanye politik. 
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BAB I 

PENDAHULUHAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

       Setiap negara di dunia mempunyai periode kepemimpinan politik yang 

beragam. Kemerdekaan Reprublik Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi 

modal awal terbentuknya sistem politik. Kemudian terbentuknya 

pemerintahan yang sah dan menjalankan kepemimpinan dalam sebuah sistem 

kenegaraan. Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini sedang berjalan 

menuju demokrasi yang dewasa. Dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi, semakin terlihat jelas. Antusiasme dan 

partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin 

maju di Indonesia. Sebagai bentuk bentuk pelaksaanan nilai demokrasi, 

partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena 

demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, 

oleh rakyat, untuk rakyat.
1
 

       Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. 

Hal ini telah berlangsung sejak tahun 2005 berdasarkan pada ketentuan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah. Berlandaskan pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa 

                                                           
1
 Oktyarus Wianty, ‚ Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang DIikutsertakan Dalam Kampanye 

Partai Politik ‚ (Skripsi—Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019),  2. 
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Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan 

daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
2
 

       Meskipun pemilihan secara langsung dipandang memiliki makna positif 

dari aspek legitimasi dan kompentensi, frasa ‚dipilih secara demokratis‛ 

sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterjemahkan secara tunggal 

sebagai pemilihan secara langsung. Pemilihan secara tidak langsung atau  

perwakilan pun dapat diartikan sebagai pemilihan yang demokratis, 

sepanjang proses pemilihan dilakukan demokratis. Pemahaman ini didasarkan 

bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-

satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pemahaman mendasar terhadap 

ketentuan pemilihan kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (4) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama 

terkait frasa ‚dipilih secara demokratis‛ dapat dimaknai bahwa pemilihan 

kepala daerah dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu pemilihan secara 

langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui perwakilan yang dilaksanakan 

oleh DPRD.
3
 

                                                           
2
 Ida Farida dan Vera Filianda Agustina Dewi,‛Perlibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik 

Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis‛, No.2, Vol. 

6 (September, 2018), 146. 
3
 Ibid., 147. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 
 

 
 

       Dalam upaya mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, partai politik 

yang eksis di masyarakat perlu menarik perhatian dan mendapat kepercayaan 

masyarakat. Maka dari itu pemerintah Indonesia memberikan waktu kepada 

partai politik dan pasangan calon untuk mengadakan suatu upaya menarik 

kepercayaan masyarakat yang bisa dikenal dengan kampanye. Kampanye 

yaitu serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan 

menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan 

secara berkelanjutan padakurun waktu tertentu. Kampanye politik dari tahun 

ke tahun memiliki cara yang berbeda, pemerintah Indonesia memberikan 

kebebasan kepada partai politik untuk berkampanye guna memperoleh 

simpati dan suara rakyat. Dalam prosesnya terdapat kategori kampanye 

diperbolehkan dan dilarang. Persoalan keterlibatan anak dalam kontestasi 

politik masih sangat jarang disuarakan, permaslahan tersebut menjadi isu 

yang massal dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak.
4
 

       Masa kampanye Pilkada serentak tahun 2018 yang dilaksanakan di 171 

daerah di Indonesia sudah dilaksanakan. Pemilihan kepala daerah secara 

langsung pada tanggal 27 Juni 2018 ini diharapkan bisa melahirkan pimpinan 

kepala daerah yang berkualitas dan sesuai dengan pilihan masyarakat di 

daerah. Pesta demokrasi lima tahunan ini sudah pasti melibatkan partisipasi 

publik, tak terkecuali pihak yang rentan disalahgunakan untuk kegiatan 

politik yakni anak-anak. Walaupun pasal 15 butir (a) Undang-Undang 

                                                           
4
 Oktyarus Wianty, ‚ Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang DIikutsertakan Dalam Kampanye 

Partai Politik ‚ (Skripsi—Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), 3. 
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Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undamg-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak menegaskan larangan mengenai penyalahgunaan anak untuk aktivitas 

politik, namun dalam pelaksanaanya masih saja tetap ada pelibatan anak 

dalam kegiatan kampanye tersebut. 
5
  

       Bentuk mengikutsertakan anak tersebut memiliki bentuk yang 

bermacam-macam, ada yang menjadikan anak sebagai juru kampanye, 

memobilisasi massa anak, menampilkan anak diatas panggung kampanye 

politik, membawa anak dibawah 7 tahun ke arena kampanye dan lain-lain. 

Tidak tepatnya anak diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik karena 

didalam kegiatan kampanye politik sangat sarat akan nuansa persaingan. 

Kegiatan kampanye seringkali terdapat serangan-serangan terhadap lawan 

politiknya, tidak jarang pula materi kampanye tersebut berisi materi-materi 

yang kebenaranya belum terbukti.
6
 

       Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga 

karena di dalam dirinya melekat, harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus 

mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak asasi anak 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termaktub didalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi 

                                                           
5
 Ida Farida danVera Filianda Agustina Dewi,‛Perlibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada 

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis‛, No.2, Vol. 6 

(September, 2018), 147. 
6
 Misbahul Amin, ‚ Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak Dalam Kegiatan 

Kampanye Politik‛, Jurist-Diction, No.3, Vol. 2 (April-Mei, 2019), 968.  
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak. Di dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan 

kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
7
 

       Anak sebagai generasi penerus merupakan aset yang penting dan 

menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa 

dan Negara. Seorang anak dilahirkan sebagai bentuk hubungan kasih sayang 

seorang suami dengan istri. Harapan begitu besar diserahkan pada seorang 

anak agar dalam kehidupanyan kelak dapat membawa perubahan besar 

meningkatkan kesejahteraan manusia. Anak adalah harapan masa depan 

sebuah bangsa dan negara sehingga harus disiapkan sarana dan prasarana 

terutama pendidikan dan kesehatan. Tidak kalah pentingnya adalah perhatian 

dan kasih sayang dari keluarga maupun masyarakat agar anak kelak memiliki 

rasa optimis dalam menjalani kehidupanya. Mempersiapkan seorang anak 

untuk masa depanya yang baik adalah tugas bersama.
8
 

       Kekurangtahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan dan larangan 

perlibatan anak dalam aktivitas politik menjadi kendala. Dalam situasi riil 

politik dan perilaku politik saat ini, menyebabkan masih terjadinya 

penyalahgunaan dan penyelenggaraan hak anak dalam pelibatan aktivitas 

Pilkada serentak 2018.
9
 

                                                           
7
 Ida Farida danVera Filianda Agustina Dewi,‛Perlibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada 

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis‛, No.2, Vol. 6 

(September, 2018), 148. 
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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       Apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya 

maka akan sangat mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuataan yang 

menyimpang dari norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Akibatnya 

banyak menjurus kepada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan 

hukum secara serius, khususnya perlindungan atas hak-hak anak.
10

 

       Meskipun ketentuan aturan hukum sudah ada, namun kita sering 

dihadapkan pada kenyataan bahwa ada anak-anak yang masih mengikuti 

kegiatan kampanye, baik dengan melihat secara langsung maupun informasi 

dari media sosial tim sukses kampanye kandidat peserta pilkada padahal 

larangan dan ancaman sanksinya itu sudah jelas.
11

 

       Persoalan keterlibatan anak dalam konstetasi politik sangat jarang 

diungkap oleh berbagai pihak, hal ini disebabkan keterlibatan anak tersebut 

belum menjadi isu yang massal dan perlu mendapat perhatian dari semua 

pihak, bahkan yang sudah mengetahui adanya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pun 

seolah menutup mata ketika melihat langsung adanya partisipasi anak dalam 

kegiatan kampanye politik tersebut.
12

  

       Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) banyak menemukan berbagai kasus 

pelanggaran pelibatan anak di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia 

                                                           
10

 Ida Farida dan Vera Filianda Agustina Dewi,‛Perlibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik 

Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis‛, No.2, Vol. 

6 (September, 2018), 148. 
11

 Ibid., 149. 
12

 Ibid. 
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salah satunya yaitu Kabupaten Bandung mencatat lima kasus pelanggaran 

pelibatan anak-anak pada kampanye pasangan calon Pilkada 2020.
13

 

       Bentuk pelanggaran tersebut di antaranya membawa bayi atau anak-anak 

yang belum memiliki hak pilih ke arena kempanye. Selain itu, perlibatan anak 

dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk menggalang dukungan baik 

secara offline maupun online. Anak-anak kerap dilibatkan untuk mencapai 

kepentingaan tertentu yang tidak berkaitan dengan kebutuhan orang dewasa. 

Selain itu, modus pelanggaran kampanye pelibatan anak lainya yakni 

menjadikan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dan memasang 

foto,video anak atau alat peraga kampanye lainya. 

       Larangan pelibatan anak itu sebenarnya dimaksudkan agar proses politik 

pemilihan kepala daerah yang sangat kental dengan kompetisi tidak 

berdampak buruk pada anak. Apabila pemahaman anak belum maksimal, 

dikhawatirkan akan memunculkan jiwa kompetisi yang tidak sehat pada anak. 

Apalagi pemilihan kepala daerah serentak 2020 akan dilaksanakan di tengah 

pandemi covid-19. 

       Hal ini sebagai upaya untuk memastikan anak aman, nyaman, dan 

terlindungi akan semakin kompleks. Sedangkan, terhadap pihak-pihak yang 

masih melibatkan anak-anak dalam kampanye, Bawaslu bersama KPAI dan 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen 
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‚ Kampanye Paslon Pilkada Bandung Masih Libatkan Anak‛, dalam 

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201013230137-32-558104/kampanye-paslon-pilkada-

kabupaten-bandung-masih-libatkan-anak, diakses pada 2 Desember 2020. 

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201013230137-32-558104/kampanye-paslon-pilkada-kabupaten-bandung-masih-libatkan-anak
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201013230137-32-558104/kampanye-paslon-pilkada-kabupaten-bandung-masih-libatkan-anak
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PPPA) telah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang mengatur 

tentang perlindungan anak dari kegiatan kampanye politik.  

       Surat Edaran Bersama (SEB) ada karena dalam Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 Tentang Pilkada tidak mengatur secara lugas bahwa anak-

anak dilarang dilibatkan dalam kampanye politik. Disitu  tidak menemukan 

norma eksplisit yang menyebut adanya larangan pelibatan anak atau orang 

tak punya hak pilih.
14

 

       Dalam mencegah pelanggaran pelibatan anak dakam kampanye tersebut, 

pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat sekaligus 

mengingatkan juga kepada paslon dan tim suksesnya. Tentu upaya yang 

dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi pada upaya pencegahan. Agar 

terkait dengan persoalan anak ini tidak dilibatkan dalam kegiatan politik 

maupun kampanye. 

       Selain itu, upaya kedua yakni melakukan penindakan apabila terjadi 

pelanggaran pelibatan anak saat pilkada. Penindakan dilakukan sebagai upaya 

penerapan sanksi atau ultimatum remidium, sehingga memang tidak ada kata 

lain selain melakukan penindakan.
15

 

       Sebagai lembaga pengawas pemilihan umum (Bawaslu), tentunya 

mempunyai peranan dalam mengatasi masalah tentang pelanggaran pelibatan 

anak didalam kegiatan politik yaitu pada saat kampanye, tugas dari lembaga 

Bawaslu sendiri sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

                                                           
14

 ‚Kampanye Paslon Pilkada Bandung Masih Libatkan Anak‛, dalam 

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201013230137-32-558104/kampanye-paslon-pilkada-

kabupaten-bandung-masih-libatkan-anak, diakses pada 2 Desember 2020. 
15

 Ibid. 

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201013230137-32-558104/kampanye-paslon-pilkada-kabupaten-bandung-masih-libatkan-anak
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201013230137-32-558104/kampanye-paslon-pilkada-kabupaten-bandung-masih-libatkan-anak
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Tentang Pemilihan Umum diatur dalam pasal 93 pada huruf (b) yang 

berbunyi ‚melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran 

pemilu dan sengketa proses pemilu‛. Dan adapun juga pada huruf (d) angka 5 

yang berbunyi ‚mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, 

yang terdiri atas : pelaksanaan kampanye dan dana kampanye‛. Peran 

Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada ini sebagaimana yang diamanatkan 

Didalam Undang-Undang. Bawaslu mempunyai kewenangan pencegahan dan 

penindakan terhadap pelanggaran dalam pemilu, termasuk juga pelanggaran 

pelibatan anak saat kampanye pilkada 2020. 

       Adapun  penulis juga mengutip  pada salah satu berita di akun resmi 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menyebutkan bahwa ada 

17 indikator penyalahgunaan anak dalam politik yang harus diketahui Partai 

Politik dan calon peserta pemilu
16

 : 

1. Melibatkan anak untuk ikut menerima uang saat menghadiri kampanye, 

menerima pembagian sembako maupun sedekah, dan sejumlah indikasi 

money politic lainya. 

2. Menyalahgunakan identitas anak yang sebenarnya belum berusia 17 tahun, 

namun diidentifikasi telah berusia 17 tahun, termasuk memalsukan status 

anak sebagai sudah menikah dalam daftar pemilih tetap (DPT). 

                                                           
16

 Rega Maradewa, ‚Inilah 17 Indikator larangan Penyalahgunaan Anak dalam Politik‛, dalam 

https://www.kpai.go.id/berita/inilah-17-indikator-larangan-penyalahgunaan-anak-dalam-politik, 

diakses pada 2 Desember 2020. 

https://www.kpai.go.id/berita/inilah-17-indikator-larangan-penyalahgunaan-anak-dalam-politik
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3. Memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan  kampanye pemilihaan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota, seperti tempat bermain, sekolah, 

madrasah, pesantren, dan lain-lain. 

4. Memasang foto atau video anak, atau alat peraga kampanye lainya. 

5. Menggunakan anak sebagai penganjur/juru kampnye dalam pemilihaan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota, seperti tempat bermain, sekolah, 

madrasah, pesantren, dan lain-lain. 

6. Menampilkan anak sebagai bintang utama ari iklan politik dalam media 

apapun. 

7. Menampilkan anak di atas panggung kampanye dalam bentuk hiburan. 

8. Menggunakan anak untuk memasang atribu-atribut calon Gubernur, 

Bupati, dan Walikota. 

9. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa 

dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. 

10. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang 

membahayakan dirinya dan orang lain. 

11. Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang 

dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan suara. 

12. Membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arena 

kampanye terbuka yang membahayakan anak. 

13. Melakukan tindakan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang dapat 

ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, 
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dan perhitungan suara, seperti anak digunduli, tubuh disemprot air atau 

cat dan lain-lain. 

14. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, dan/atau tindaka-tindakan 

diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau 

diduga berbeda pilihan politiknya. 

15. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. 

16. Menggunakan anak menjadi pemilih pengganti bagi rang dewasa yang 

tidak menggunakan hak pilihnya. 

17. Melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara. 

       Berikut ini beberapa ayat Al-Qur’an tentang amar ma’ruf nahi mungkar 

yang mendorong kita untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan dan 

diiringi dengan usaha untuk mencegah perbuatan mungkar yang ada 

disekeliling kita. Sejalan dengan tema ini, kami sertakan pada ayat-ayat Al-

Qur’an yang mendorong kita untuk berdakwah menyeru kepada agama Allah 

dan memberi peringatan, dalam ayat Al-Qur’an telah diajarkan bahwa umat 

islam dilarang melakukan kemudhorotan atau perbuatan dosa dalam hal ini 

fungsi pengawasan lembaga bawaslu perihal pelibatan anak dalam kampanye 

Pilkada Tahun 2020. Aturan tersebut diatur dalam ayat Al-Qur’an Surat An-

Nahl Ayat 90: 
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ِعَوِِٱلۡفَحۡضَاءِِٓإِِ ِوَيَيۡهَََٰ ِذيِِٱلقُۡرۡبَََٰ عَدۡلِِوَٱلِۡۡحۡسََٰوِِوَإِيجَايِٕٓ
مُرُِبٱِلۡ

ۡ
ِيأَ َ ِٱللََّّ نَّ

رُونَِِ ِِۚيعَظُِكُمِۡلَعَلَّكُمِۡثذََكَّ ِوَٱلهُۡيكَرِِوَٱلۡۡغَِۡ
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.
17

 

 

       Adapun juga ayat Al-Qur’an yang mengatur tentang  perlindungan 

terhadap anak dalam Islam. Aturan tersebut diatur didalam ayat Al-Qur’an 

Surat An-Nisa’ ayat 9. 

ِ َ اَِْٱللََّّ ٍِمِۡفَليَۡجَّقُ يۡ
اَِْعَلَ ٍِمِۡذُرّيَِّةِٗضِعََٰفًاِخَافُ فِ

اَِْنِوِۡخَلۡ ِثرََكُ َۡ َ ِيوَِل وَلَۡۡخۡشَِٱلََّّ
لِٗٗسَدِيدًاِِ َۡ اَِْقَ ُ ِوَلَۡۡقَُل

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab, itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata   

yang benar.
18

 

 

       Kandungan ayat diatas memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir 

meninggalkan anak keturunan yang lemah, lemah dalam hal fisik, psikis, 

ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini 

mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum 

lahir sekalipun dari jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam 

                                                           
17

 al-Qur’an, 16:90. 
18

 al-Qur’an, 4:9. 
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keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar sehingga tidak 

terpelihara. 

       Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

kajian tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi, maka penulis 

membuat judul kajian, ‚Tinjauan Fiqih Siya>sah Terhadap Fungsi Pengawasan 

Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 

2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum ‛. 

B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya :  

1. Peran lembaga Bawaslu dalam hal melakukan pencegahan dan penindakan 

terhadap pelanggaran Pilkada Tahun 2020. 

2. Kewenangan penyelenggara  Pilkada dalam hal ini lembaga Bawaslu  

dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye 

Pilkada Tahun 2020 di seluruh wilayah Indonesia. 

3. Maraknya penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik dengan 

melibatkan anak saat kampanye Pilkada Tahun 2020. 

4. Lemahnya sebuah regulasi tentang larangan pelibatan anak  dalam 

kegiatan politik saat  kampanye Pilkada Tahun 2020. 
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5. Kurang tegasnya regulasi perihal penindakan dan penegakan terhadap 

partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang melibatkan 

anak saat kampanye Pilkada Tahun 2020. 

6. Sanksi bagi pelanggar yang mengikutsertakan anak saat kampanye 

Pilkada Tahun 2020. 

C. Batasan  Masalah 

       Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal 

Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

2. Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu 

Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka 

yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga 

Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. 
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2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Fungsi Pengawasan 

Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 

2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. 

E. Kajian Pustaka 

       Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah 

pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 

bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi 

dari kajian atau penelitian tersebut.
19

 

       Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki objek permasalahan kajian yang sama yakni 

membahas perihal permasalahan mengenai problematika tentang fungsi 

pengawasan lembaga Bawaslu perihal pelibatan anak saat kampanye Pilkada 

Tahun 2020. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain: 

1. ‚ Pelibatan Anak Didalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Periode 2019-2024 di Kabupaten Ciamis‛ . jurnal ini ditulis 

oleh Dr. Ida Farida SH., M.H dan Vera Filinda Agustina Dewi, S>.H., M.H. 

Didalam jurnal ini menjelaskan tentang pelibatan anak di dalam 

kampanye politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-

2024 di Kabupaten Ciamis. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh 

penulis membahas tentang bagaimana fungsi pengawasan lembaga 

Bawaslu perihal pelibatan anak saat kampanye Pilkada Tahun 2020 
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 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 
 

 
 

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. 

2.  ‚ Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan 

Kampanye Politik‛, jurnal ini ditulis oleh Misbahul Amin. Didalam jurnal 

ini menjelaskan tentang bagaimana tanggung jawab para pelaku yang 

mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik. Sedangkan 

dalam skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang bagaimana 

fungsi pengawasan lembaga Bawaslu perihal pelibatan anak saat 

kampanye Pilkada Tahun 2020 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum. 

3.  ‚ Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Diikutsertakan Dalam 

Kampanye Partai Politik‛, skripsi ini ditulis oleh Octyarus Wiyanty. 

Didalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum 

terhadap anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik. 

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang 

bagaimana fungsi pengawasan lembaga Bawaslu perihal pelibatan anak 

saat kampanye Pilkada Tahun 2020 menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

F. Tujuan  Penelitian 

       Adapun tujuan penulis yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis Terhadap Fungsi Pengawasan 

Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 
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2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Fungsi Pengawasan 

Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 

2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan 

Hukum Tata Negara khususnya tentang : 

a. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu 

Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

b. Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga 

Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. 

2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitan ini diharapkan dapat menjadi 

masukan atau sumbangsih ilmu dan pemikikiran mengenai fungsi 

pengawasan lembaga Bawaslu perihal pelibatan anak saat kampanye 

Pilkada Tahun 2020 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum. 
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H. Definisi Operasional 

       Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi 

kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis 

memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini 

bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas 

atau ketidakjelasan. Untuk itu penelitian ini akan menjelaskan beberapa 

istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut : 

1. Fiqh Siya>sah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk 

pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, 

peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat.
20 

2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
21 

3. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah 

Kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan 

program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan 

calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
22 

                                                           
20

 Muhammad Iqbal, Fiqih Siya>sah: Kontekrualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media   

Pratama, 2001), . 4. 
21

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1. 
22

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19), Pasal 1 angka 25. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 
 

 
 

4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan 

demokratis .
23 

5. Pelibatan anak saat kampanye adalah Proses, cara, perbuatan 

melibatkan.
24

 Anak disuruh ibunya untuk mengikuti kampanye, anak 

disuruh memakai atribut pasangan calon dalam kampanye, memasang 

foto anak didalam alat praga kampanye, menampilkan anak di pentas 

kampanye, orang tua mengajak anaknya saat kegiatan kampanye. 

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu 

adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas 

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang 

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan 

pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

ini.
25 

 

                                                           
23

 Ibid., Pasal 1 angka 1. 
24

 Ebta Setiawan ‚Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online/Daring (Dalam 

Jaringan)‛, dalam https://kbbi.web.id/libat.html, diakses pada 20 Desember 2020. 
25

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ‚Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang , pasal 1 angka 10. 

https://kbbi.web.id/libat.html
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I. Metode Penelitian 

       Penelitian tentang, Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Fungsi Pengawasan 

Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 

2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. Merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative 

(normative law researchI ) adalah penelitian dengan memaparkan secara 

lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam 

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
26

 Tahap-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan: 

a. Data mengenai Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum 

b. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana 

Nonalam Corona virus Disease 2019 (Covid-19).  

c. Data terkait Surat Edaran Bersama Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan 

Komisi Pemilihan Umum, Nomor 54 Tahun 2020, Nomor 

10/KPAI/09/2020, Nomor 0320/K.Bawaslu/HM.02.00/IX/2020, 

                                                           
26

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian HUkum, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), 101. 
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Nomor 28/KPU/2020, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Tahun 2020 yang Ramah Anak. 

d. Fiqh Siya>sah yang mencakup Siyasah Ida>riyyah dan Wila>yat al-

Hisbah. 

2. Sumber Data 

       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 

kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka 

yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.
27

 

a. Bahan hukum premier yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari 

ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan 

pengadilan yang meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemiilihan 

Kepala Daerah 

3) Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak.  

5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

                                                           
27

 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34. 
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Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 

Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). 

6) Surat Edaran Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi 

Pemilihan Umum, Nomor 54 Tahun 2020, Nomor 

10/KPAI/09/2020, Nomor 0320/K.Bawaslu/HM.02.00/IX/2020, 

Nomor 28/KPU/2020, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Tahun 2020 yang Ramah Anak. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Koran, jurnal, majalah, artikel, internet, dll. 

3. Teknis Pengumpulan Data. 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka penulis mengambil dari beberapa sumber (buku, undang-undang, 

artikel, jurnal, Koran dan internet). Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. 
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Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, 

menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. 

4. Teknik Penyajian Data. 

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik dekskriptif. 

Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
28

 

5. Teknik Analisis Data. 

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan 

permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil 

analisis itu, kemudian di susunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau 

saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan 

yang diteliti. 

J. Sistematika  Penulisan 

       Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami 

oleh pembaca, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

       Bab I Pendahuluhan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: 

latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

                                                           
28

 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14. 
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       Bab II Kerangka Konseptual, memuat Fiqh Siya>sah Ida>riyyah 

menggunakan teori Wila>yat al-Hisbah dalam menganalisis tentang Fungsi 

Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye 

Pilkada Tahun 2020. 

       Bab III Data Penelitian, memuat data  penelitian tentang permasalahan 

dalam Pilkada, dalam hal ini  Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal 

Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

       Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Tentang Fungsi 

Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

untuk menjawab masalah penelitian perspektif Yuridis dan Fiqh Siy~~~~a>sah. 

       Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan 

kesimpulan dari semua pembahasan dan merupakan jawaban ringkas dari 

rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan 

penyampaian saran. 
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BAB II 

KONSEP FIQH SIYA<SAH IDA<RIYYAH  BIDANG WILA<YAT AL-HISBAH 

A. Pengertian Fiqh Siya>sah  

Kata Fiqh  secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti, merupakan 

istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi 

Islam. Selain itu secara etimologis (bahasa) fiqh yaitu keterangan tentang 

pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, dan/atau 

pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan 

perbuatan. Dengan kata lain istilah Fiqh Siya>sah  menurut bahasa merupakan 

pengertian atau pemahaman pengertian terhadap perkataan dan perbuatan 

manusia. 

Istilah secara terminologis, menurut ulama-ulama  syara’  (hukum Islam), 

fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’  

mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang  tafshil ( terinci, 

yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang sebagaimana diambil dari 

dasar-dasarnya, al-Qur’an dan Sunnah yang disusun  oleh mujtahid dengan 

jalan penalaran dan ijtihad). Dengan kata lain fiqh merupakan ilmu 

pengetahuan mengenai hukum agama Islam.
29

 

Kata siya>sah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus al-Munjid dan 

Lisan al-Arab  berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siya>sah bisa 

juga berarti pemerintahan dan politik, atau  mmbuat kebijaksanaan. Abdul 

                                                           
29

 J. Suyuti Pulunga, Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran ( Jakarta: PT R aja Grafindo 

Persada, 1994),21-22. 
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Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata 

siya>sah adalah mengatur. Kata sasa sama dengan to govern to lead. Siya>sah 

sama dengan policy (of government, corprotion, etc). Jadi siya>sah menurut 

bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memrintah, 

memimpin membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya 

mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat 

politis untuk mencapai sesuatu tujuan adalah siya>sah. 

Secara terminologis dalam Lisan al-Arab siya>sah adalah mengatur atau 

memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan 

didalam al-Munjid disebutkan, siya>sah adalah membuat kemaslahatan 

manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Secara 

garis besarnya siya>sah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas 

dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar 

negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar 

keadilan dan istiqomah.
30

 

Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siya>sah  dari segi 

etimologis dan  terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh 

para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siya>sah atau siya>sah 

syar’iyyah ialah ‚ ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk 

pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan 

dan kebijaksannan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan 

dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan 

                                                           
30

 J. Suyuti Pulunga, Fiqih Siyasah: Ajaran… , 22-23. 
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umat.‛ Jelasnya Fiqih Siya>sah atau Siya>sah Syar’iyyah dalam arti populernya 

adalah ilmu tata Negara dalam ilmu Agama Islam yang dikategorikan 

kedalam pranata sosial Islam.
31

 

B. Ruang Lingkup dan Objek Fiqh Siya>sah  

Fiqh Siya>sah merupakan bagian dari ilmu fiqh. Kemudian bahasan dari 

ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara yang meliputi bidang-

bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan kekayaan, warisan, 

criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hubungan 

internasional, perang, damai dan traktat. Fiqh Siya>sah mengkgususkan diri di 

bidang muamalah dengan spesialis segala ihkwal dan seluk beluk tata 

pengaturan Negara dan pemerintahan.
32

 

Secara garis besar ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam adalah 

peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman landasan dalam 

mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan 

rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan 

negara.
33

 

Namun dalam bebrapa literatur yang membahas fiqh siya>sah, objek 

bahasanya mencakup masalah khalifah imamah, dan imarah, masalah gelar 

kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta 

syarat-syaratnya, masalah baiat, masalah waliyul ahdi, masalah ahlul halli> 

wal aqdi>, masalah peradilan, masalah peperangan dan perdamaian, masalah 

                                                           
31

 J. Suyuti Pulunga, Fiqih Siyasah: Ajaran… , 26. 
32

 Jeje Abdul Rajak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN sunan Ampel Press, 2014), 6. 
33

 Ibid., 7. 
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sumber kekuasaan, dan sebagainya baik dalam praktek yang berkembang 

dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan 

bernegara.
34

   

Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam atau 

Fiqih Siya>sah, para ulama bebeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup 

kajian Fiqih Siya>sah. Perbedaan ini dapat dilihat darisisi jumlah pembagian 

masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini tidaklah menjadi 

sesuatu hal yang terlalu mandiri. Misalnya, Imam al-Mawardi dalam kitabnya 

berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyah, beliau membagi ruang lingkup Fiqih 

Siya>sah kedalam lima bagian antara lain: 

1. Siya>sah Dustu>ri>yah 

2. Siya>sah Maliyah; 

3. Siya>sah Qada>iyyah; 

4. Siya>sah Harbiyah; 

5. Siya>sah Idariyah.  

Selanjutnya Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul al-

Siya>sah al-Syar’iyyah ruang lingkup Fiqih Siya>sah adalah sebagai berikut: 

1. Siya>sah Qoda>iyyah; 

2. Siya>sah Idariyah; 

3. Siya>sah Ma>liyah; 

4. Siya>sah Dauli>yah/ Siya>sah Kharijiyah. 

                                                           
34

 Ibid.,7. 
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Fiqih Siya>sah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan 

spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan 

pemerintah. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa objek Fiqih Siya>sah 

adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk 

mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya 

untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek kajian Fiqih Siya>sah berkaitan 

dengan ‚pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiranya, dengan 

mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa Syari’ah, yang kita tidak 

peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari 

nash-nash yang merupakan syari’ah amanah yang tetap‛.
35

 

Ibn Taimiyah mendasarkan objek pembahasan bidang ilmu ini pada surah 

an-Nisa’ ayat 58-59 yang menyatakan: 

نِتََۡكُهَُاِْ
َ
ِٱلنَّاسِِأ اِوَإِذَاِحَكَهۡجُمِبَيَۡۡ ٍَ لِ ٌۡ

َ
ِأ مََٰنََٰتِِإلََِٰٓ

َ
واِْٱلۡۡ نِثؤَُدُّ

َ
مُركُُمِۡأ

ۡ
ِيأَ َ ِٱللََّّ إنَِّ

ِ َ ِٱللََّّ إنَِّ َۢاِبصَِيٗراِِبٱِلۡعَدۡلِِِۚ ِكََنَِسَهِيعَ َ ِٱللََّّ ِإنَِّ اِيعَِظُكُمِبًِۦِٓۗٓ ٥٨ِىعِِهَّ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
36

 

                                                           
35

 J. Suyuti Pulunga, Fiqih Siyasah: Ajaran…, 27-28. 
36

 al-Qur’an, 4:58. 
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فإَنِِثنَََٰزعَۡجُمِۡ مۡرِِنِيكُمِۡۖۡ
َ
وْلِِِٱلۡۡ

ُ
اَِْٱلرَّسَُلَِوَأ طِيعُ

َ
ِوَأ َ اَِْٱللََّّ طِيعُ

َ
َٓاِْأ ِيوَِءَانَيُ اِٱلََّّ ٍَ يُّ

َ
أ ِيَٰٓ

ِخَيۡرِ فِِ ََ ِ َٰل ََِٰ ِۚ ِٱۡأٓخخِرِ ِِ َۡ ِوَٱلَۡۡ ِ ِبٱِللََّّ ِثؤُۡنِيَُنَ ِكُيجُمۡ ِإنِ ِوَٱلرَّسَُلِ ِ ِٱللََّّ ِإلََِ ِفرَُدُّوُُ ء  ۡ ََ ِ

ويِلًًِِ
ۡ
حۡسَوُِثأَ

َ
٥٩ِوَأ

 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
37

 

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan 

(pemerintah); yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang 

berhak; dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan didalam ayat 59 

berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan 

militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasul-Nya serta 

mematuhi pemerintah.
38

 

Dari ketiga pandangan diatas memberikan gambaran bahwa objek 

bahasan Fiqih Siya>sah secara garis besar adalah: 

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan 

idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat; 

2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; 

                                                           
37

 al-Qur’an, 4:59. 
38 J. Suyuti Pulunga, Fiqih Siyasah: Ajaran…,28. 
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3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban 

masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. 

Dari pengertian diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun 

terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian Fiqih Siya>sah meliputi 

aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, 

hubungan dengan warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang 

bersifat internal maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, 

dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dari pemahaman seperti itu, 

tampak bahwa kajian Siya>sah memusatkan perhatian pada aspek 

pengaturan.
39

 Penekanan demikian terlihat penjelasan T. M. Hasbi Ash 

Shiddieqy:  

‚Objek kajian Siya>sah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-

urusan mereka dari jurusan penadbiranya, dengan mengingat persesuaian 

penadbiran itu dengan jiwa syariah,yang kita tidak peroleh dalilnya yang 

khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang 

merupakan syariah’amah yang tetap‛. 

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf: 

‚objek pembahasan ilmu siya>sah adalah pengaturan dan perundang-

undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaianya 

                                                           
39

 A. Djazuli, Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah 
(Jakarta: Kencana,2017), 29. 
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dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia 

serta memenuhi kebutuhanya‛. 

Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqih Siya>sah maka dalam tahap 

perkembangan fiqih siya>sah dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan fiqih 

Siya>sah. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang lain. Hasbi Ash 

Syiddieqy membaginya kedalam delapan bidang, yaitu: 

1. Siya>sah Dustu>ri>yah Syar’iyyah 

2. Siya>sah Tasyrii>yyah Syar’iyyah 

3. Siya>sah Qadai>yyah Syar’iyyah 

4. Siya>sah Maliyah Syar’iyyah 

5. Siya>sah Ida>riyah Syar’iyyah 

6. Siya>sah Kharijiyyah Syar’iyyah/Siya>sah Dawliyah 

7. Siya>sah Tanfiziyyah Syar’iyyah 

8. Siya>sah Harbiyyah Syar’iyyah 

Dari kurikulum fakultas syariah pembidangan fiqih siya>sah membagi ke 

dalam 4 bidang, yaitu:
40

 

1. Fiqh Dustu>ry 

2. Fiqh Maliy 

3. Fiqh Dawly 

4. Fiqh Harbiy 

                                                           
40 A. Djazuli, Fiqih Siyasah…, 29-30. 
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Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai 

‚pembidangan yang telah selesai‛. Pembidangan fiqh siya>sah telah, sedang 

dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang 

kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siya>sah. Dalam tulisan ini, 

berkenaan dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan 

manusia yang membutuhkan pengaturan siya>sah, dibedakan:
41

 

1. Fiqh Siya>sah Dustu>ri>yyah yang mengatur hubungan antar warga negara 

dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan warga negara 

dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu 

negara.    

2. Fiqh Siya>sah Dawliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan 

lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga 

negara dari negara lain. 

3. Fiqh Siya>sah Maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, 

dan pengeluaraan uang milik negara. 

C. Fiqih Siya>sah Ida>riyah  (Administrasi Negara) 

Kata ida>riyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara asy-

syay’ayudiru ida>riyah artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.
42

 Adapun 

pengertian Ida>riyah  secara istilah, terdapat banyak pakar yang 

mendefinisikan. Siya>sah Ida>riyah disebut juga hukum administrasi ( al-

Ahk<am al-ida>riyyah). 

                                                           
41

 A. Djazuli, Fiqih Siyasah…, 31. 
42

 Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah (Bay tats-Tsaqifah, 
cetakan 1, 2003), 7. 
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Kata ida>riyah didalam Al-Qur’an tidak ada satupun ayat yang dapat kita 

jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah 

tudirunnaha dan kata tadiru. Didalam al-Mu’jam al-Mufahras, dibawah kata 

‚dawr‛ telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari fi’il 

tsulasi ‚dara‛ begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas 

bahwa kata al-Idarah tidak dijumpai dalam satu haditspun dari sekian banyak 

hadist Rasulullah SAW
43

 hampir semua kitab bahasa menyebutkannya 

dengan kata ‚dawr‛ dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak 

ada kata ‚Idarah‛ jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru 

digunakan di era modern. 

Pada dasarnya Siya>sah Ida>iyah secara umum memiliki tujuan yang sama 

yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti kata lain administrasi adalah proses 

kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi 

tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai 

persamaan dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi 

Negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan diwan sendiri dibagi 

menjadi beberapa bagian yaitu: 

1. Diwan yang berhubungan dengan sistem rekruitmen dan pengajuan 

tentara 

2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para 

pengawas Negara, tempat dan wilayah kewenanganya serta system 

penggajian dan pemberian tunjangsn kepada mereka. 

                                                           
43

 Muhammad  fuad, Abdul baqi, al-Mu’jam al-Mafahras, 264-265. 
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3. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentihan 

pegawai 

4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukkan dan 

pengeluaran keuangan dalam Bait al-Mal) 

Dalam fiqh Siya>sah sumber-sumber Siya>sah Ida>riyah dalam Islam ada dua 

kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber 

hukum vertikal yaitu adalah sumber hukum yang berasal dari al-Qur’an dan 

Hadits pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari 

manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, 

ulama, zua’ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang 

dibuat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.
44

  

Memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan Ri’ayatus Syu’un sedangkan 

Ri’ayatus Syu’un adalah semata-mata wewenang khalifah. Maka seorang 

khalifah memiliki hak untuk mengadopsi teknis administrasi (Uslub Idari) 

yang dia kehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut 

dilaksanakan. Khalifah juga memiliki hak diperbolehkan membuat semua 

bentuk perundang-undangan dan system administrasi (Nidzam Idari), lalu 

menyuruh rakyat untuk melaksanakannya. Khalifah juga diperbolehkan untuk 

memerintahkan salah satu diantara salah satu diantaranya, kemudian hal 

tersebut menjadi mengikat atas semua orang untuk melaksanakan aturan 

yang sudah ditetapkan, tidak dengan aturan yang lain. Maka pada saat itu, 

                                                           
44

 Akhmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif 
Fikih Siyasah (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), 240. 
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hukum menaatinya menjadi wajib, sebab hal ini merupakan kewajiban untuk 

menaati salah satu hukum yang ditetapkan oleh khalifah. 

Dalam hal ini artinya khalifah telah menetapkan suatu hukum (Tabanny) 

terhadap suatu perkara yang telah dijadikan oleh syara’ sebagai haknya. 

Artinya khilafah telah melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk 

memudahkannya dalam menjalankan tugasnya, yaitu Ri’ayatus Syu’un. Oleh 

karena itu, ketika khalifah menetapkan suatu hukum berkaitan dengan sistem 

administrasi, rakyat wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkan tersebut 

dan perkara ini termasuk dalam hal ketaatan terhadap ulil amri (pemimpin). 

Mengenai rincian kegiatan administrasi, dapat diambil dari fakta kegiatan 

administrasi itu sendiri. Dengan meneliti faktanya, akan terlihat bahwa 

disana terdapat bebrapa kegiatan yang dilakukan oleh khilafah sendiriatau 

oleh pembantunya (mu’awin). Baik berupa kegiatan pemerintahan, yaitu 

menerapkan hukum syara’ bagi ataupun kegiatan penerapan hukum Syara’ 

bagi semua orang. Al ini memrlukan cara dan sarana tertentu,oleh karena itu 

ada aparat khusus yang dimiliki khalifah dalam rangka menangani urusan 

rakyat sebagai tanggung jawab kekhalifaan tersebut. Di samping itu, terdapat 

urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus dipenuhi. 

Maka hal ini membutuhkan adanya instansi yang secara khusus memiliki 

tugas memenuhi kepentingan rakyat dan ini adalah suatu keharusan.   

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan 

Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-
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masalah administratif. Dalam Siya>sah Ida>riyah untuk mengatur suatu peran 

dalam menangani permasalahnya yang bersifat administratif dapat dilihat 

dari penanganan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, tentunya 

dengan cara kemudahan dan kesederhanaan. Karena masyarakat yang 

memiliki kepentingan menginginkan agar permasalah administrasi 

diselesaikan dengan mudah dan cepat tentunya sesuai dengan hukum  syara’. 

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan 

urusan tersebut, maka penanganannya harus memnuhi 3 (tiga) indicator 

yaitu:
45

 

1. Sederhana dalam peraturan 

Karena dengan kesederhanaan itu akan memberikan kemudahan. 

Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau 

berbelit-belit sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan. 

2. Cepat dalam pelayanan 

Karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang 

mempunyai keperluan/kepentingan terhadap sesuatu untuk 

memperolehnya. 

3. Profesional dalam penanganan 

Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu/ahli (professional) 

sehingga semua urusan dapat terselesaikan dengan baik.  

 

                                                           
45

 Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi), alih bahasa Yahya 
A.R, cet. Ke-3 (Jakarta:HTI-Pres,2008), 221. 
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D. Kekuasaan al-Hisbah 

1. Definisi Wila>yat al-Hisbah 

Pengetahuan kekuasaan al-Hisbah lembaga resmi pemerintah yang 

diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-

pelanggaran ringan (perkara sumir) pelanggaran kode etik, yang menurut 

sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.
46

 

Hisbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang 

amar ma’ruf nahyu anil munkar. Tugas ini merupakan suatu tugas fardhu 

yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Karenanya penguasa harus 

mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap.
47

 

Dasar hukum pembentukan lembaga al-Hisbah adalah al-sunnah 

dalam kategori sunnah fi’liyah; perbuatan nabi sendiri. Pada suatu hari, 

beliau melihat setumpuk makanan yang dijual di pasar Madinah. 

Makanan itu sangat menarik perhatianya. Ketika beliau memasukkan 

tangannya kedalam tumpukan makanan, ternyata pedagang itu melakukan 

tindakan curang dengan cara menampakkan makanan yang baik diatasnya, 

tetapi menyembunyikan yang buruk didalamnya. Demikian juga, ketika 

Rasulullah SAW, melakukan inspeksi ke berbagai pasar, kemudian 

mendapatkan bebrapa pedagang menjual makanan tidak layak jual, 

menimbang dengan cara yang curang, dan melihat kendaraan yang penuh 

sesak melebihi kapasitasnya. Melihat praktik demikian maka Rasulullah 

                                                           
46

 Drs A. Rhmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata 
Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 59. 
47

 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan & Hukum Acara Islam, (Senarang: PT. 

Pustaka Rizki Putra, 1997), 96. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 
 

 
 

SAW memberikan teguran langsung pada pedagang pasar dengan 

mengucapkan seperti berikut.
48

 ‚Hai orang yang beriman, janganlah 

diantara kamu muslimin yang berlaku curang dan barang siapa yang 

berlaku curang, dia bukanlah dari pihak kami‛. 

Dengan begitu, maka lembaga al-Hisbah dibentuk untuk 

mengidentifikasi pengawasan masyarakat dan perilaku pedagangnya. 

Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW mencegah perbuatan tidak 

terpuji yang dianggap melawan hukum. Kemudian, beliau mengangkat 

beberapa orang petugas untuk mengendalikan keadaan masyarakat. Nabi 

mengangkat Sa’id ibn As ibn Umaiyah untuk menjadi pengawas pasar 

Makkah, setelah Makkah dibawah kekuasaan umat Islam. Menurut 

catatan, Umar sendiri pernah mengangkat seorang wanita untuk 

mengawasi pasar Madinah. Khalifah yang kali pertama menyusun aturan 

Hisbah ialah Umar ibn Al-Khatab. Kekuasaan al-Hisbah mulai 

melembaga pada masa pemerintahannya, kemudian mengalami 

perkembangan lagi pada mass Daulah Bani Umayyah. 

2. Sejarah Singkat al-Hisbah 

Wila>yat al-Hisbah ini sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi 

Muhammad. Dalam menegakkan al-Hisbah Nabi tidak sendiri, beliau 

dibantu oleh para sahabat, misalnya Futh al-Makkah Nabi menugaskan 

Said bin Ash bin Umayyah menjadi pengawas pasar Mekah. Bahkan 

setelah Nabi wafat tradisi al-Hisbah ini masih tetap berlanjut pada 

                                                           
48

 Drs. A. Rahmat Rosyadi, H.M Rais Ahmad, Formalisasi Syariat…, 60. 
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sahabat Umar bin Khatab, beliau menugaskan Abdullah bin Utbah 

menjadi pengawas pasar Madinah. Umar sangat jelas dalam 

memberlakukan al-Hisbah sehingga ia pernah memerintakan membakar 

rumah Rasyid ats-Tsaqafi kerena, ia tertangkap menjual minuman keras.  

Masa setelah sahabat besar, eksistensi al-Hisbah semakin kuat 

bahkan menjadi lembaga resmi, walaupun peraturan-peraturan resmi yang 

berkaitan dengan al-Hisbah pertama kali muncul pada masa Umar bin 

Khatab, tetapi istilah Wila>yat al-Hisbah sendiri baru dikenal pada masa 

al-Mahdi bin al-Abbas (158-169 H).
49

 

3. Tugas Wila>yat al-Hisbah 

Tugas dari Wila>yat al-Hisbah ialah memberikan bantuan kepada 

orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari 

petugas-petugas Hisbah. Adapun tugas muhtasib (komisioner Wila>yat al-

Hisbah) ialah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan 

adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun. Dan 

muhtasib ini terkadang memberikan putusan-putusan dalam beberapa hal 

yang perlu segera diselesaikan seorang hakimyang mengendalikan 

lembaga mahzalim memutuskan perkara-perkara yang tidak dapat 

diputuskan oleh hakim atau oleh muhtasib. Oleh karena itu lembaga 

peradilan yang lebih tinggi dibandingkan Wila>yat al-Hisbah.50 

Tugas Wila>yat al-Hisbah adalah terdiri dari tugas keagamaan, 

dengan misi untuk melakukan amar ma’ruf nahyu anil munkar; menyuruh 

                                                           
49

  Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: AMZAH, 2012), 127. 
50

 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan…, 96-97. 
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orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan tercela. 

Tugas ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

pemerintah yang berkuasa. Karena penguasa mengangkat pejabat Hisbah 

ini dari sebagian orang-orang yang dipandang cakap, jujur, dan 

mempunyai sikap disiplin, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

Orang yang diangkat menjadi petugas al-Hisbah ini bukan dari kalangan 

orang yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara, melainkan 

tugas al-Hisbah yaitu memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak 

dapat mengembalikan haknya, tanpa bantuan selain daripada tugasnya.
51

 

Tugas lembaga al-Hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-

orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada 

kebaikan. Tugas hakim ialah memutuskan suatu perkara terhadap perkara-

perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta 

mengembalikan hak orang yang menang. Sedangkan tugas Muhtasib 

adalah hanya mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab 

kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, kedudukan 

lembaga peradilan lebih tinggi dari pada al-Hisbah.52 

Ketua lembaga al-Hisbah mengangkat petugas lembaga al-Hisbah 

diseluruh daerah yang masuk ke dalam kekuasaannya. Ia berada di mejelis, 

sedangkan wakilnya bertugas untuk mengawasi keadaan yang terjadi di 

pasar dan tempat lain yang dianggap rawan dan harus diawasi. Orang 

                                                           
51

 Drs. A. Rahmat Rosyadi, H.M Rais Ahmad, Formalisasi Syariat…, 61. 
52

 Basiq Djalil, Peradilan Islam…, 128. 
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yang diangkat menjadi anggota Hisbah harus mempunyai kamampuan 

berijtihad dalam hukum-hukum agama. Sebagai Muhtasib, ia tidak hanya 

menjadi acuan terhadap undang-undang. Apabila dalam undang-undang 

tidak ada ketentuan yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran, maka ia 

harus melakukan ijtihad. Seorang Muhtasib harus mempu menggali, 

menafsirkan, dan menganalisis masalah dengan memberi putusan sesuai 

keadilan berdasarkan hati nuraninya. Pendapat lain, bahwa orang yang 

diangkat menjadi Muhtasib tidak perlu seorang Mujtahid, tetapi ia harus 

mengetahui segala perbuatan munkar yang ditetapkan oleh ulama. 

Apabila petugas al-Hisbah menemukan seseorang yang berbuat 

salah, baik dalam hal tindakan, takaran, timbangan, ataupun perkataan, 

maka ia tidak langsung menjatuhkan hukuman atas orang tersebut. 

Petugas memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada orang yang 

berbuat salah untuk bertaubat, disertai peringatan. Apabila orang tersebut 

salah lagi, maka yang bersangkutan dapat diberi sanksi sesuai hukum 

yang berlaku. Dengan ketentuan ini, menurut Ash Syidiieqy, nyatalah 

bahwa Islam telah mendahuluhi undang-undang lain didunia dalam 

memberi maaf terhadap suatu kesalahan yang pertama dilakukan, dengan 

memerintahkan orang yang berbuat salah untuk bertaubat dan 

kesalahanya dianggap belum pernah dilakukan.
53

 

Ada suatu riwayat, salah seorang petugas al-Hisbah (muhtasib) di 

kota Baghdad, pada suatu hari melewati gedung pengadilan yang 
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 Drs. A. Rahmat Rosyadi, H.M Rais Ahmad, Formalisasi Syariat…, 61-62. 
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dipimpin oleh al-Qadhi Ibn Hamad, ia melihat bahwa orang-orang yang 

berperkara duduk menanti diluar menunggu pengadilan hakim, tetapi 

sampai dhuhur mereka belum dipanggil. Kemudian, Muhtasib itu 

memanggil penjaga pintu pengadilan dan memerintahkan kepadanya 

supaya hakim segera memanggil orang-orang yang telah berkumpul itu, 

apabila hakim dalam keadaan berhalangan segera memberitahukan kepada 

orang yang menunggu pengadilan hakim agar mereka segera pulang. 

Al-Mawardy didalam Al-Ahkamus Sulthaniyah, telah menjelaskan 

secara terperinci tugas lembaga al-Hisbah. Al-Hisbah yang ditetapkan 

oleh hukum Islam di dalamnya secara garis besar menyerupai jawatan 

penuntut hukum. Muhtasib dapat disamakan dengan penuntut umum 

karena ia dan wakil-wakilnya adalah orang yang bertugas memelihara 

hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Dapat pula dikatakan, bahwa 

jawatan ini merupakan wadah pengadilan yang lebih rendah dari pada 

pengadilan biasa. Penentuan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh 

Muhtasib, sama dengan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang 

hakim. Oleh karena itu, orang yang diangkat menjadi Muhtasib dapat 

diangkat pula untuk memangku jabatan hakim.
54

  

4. Tugas Pejabat Wila>yat al-Hisbah 

Tugas pejabat Wila>yat al-Hisbah adalah melakukan amar ma’ruf 

nahyu anil munkar, baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, 

dan hak yang bertalian dengan keduanya (Allah dan hambanya). 
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 Drs. A. Rahmat Rosyadi, H.M Rais Ahmad, Formalisasi Syariat…, 62-63. 
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Adapun yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya, melarang 

mengoonsumsi minuman keras, melarang melakukan hal-hal keji, berbuat 

zina, dan perbuatan mungkarlainya serta melarang orang-orang yang tidak 

faham untuk berfatwa. Sedangkan yang berkaitan dengan hak hamba 

adalah menyangkut kepentingan umum, seperti mencegah penduduk 

membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, 

mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak sesame 

tetangga. 

Selain itu yang berkaitan dengan hak kedua-duanya (hak Allah 

dan hamba), misalnya, melarang berbuat curang dalam muamalah, seperti 

melarang jual beli yang dilarang syari’at, penipuan dalam takaran dan 

timbangan, menegakkan hak asasi manusia seperti mencegah buruh 

membawa beban diluar batas kemampuanya atau kendaraan-kendaraan 

yang menyangkut barang melebihi kuota. Jadi, seorang muhtasib harus 

mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum. 

Dalam beberapa kasus, seorang mustasib juga bertugas seperti 

hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini 

dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera 

diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika 

melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sangat lama. 

Seorang Muhtasib tidak saja menyelesaikan satu sengketa atau 

mendengan suatu pengaduan, dia juga boleh memberi putusan terhadap 

sesuatu yang masuk kedalam bidangnya. Akan tetapi, Muhtasib tidak 
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mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam 

memutuskan suatu hukum, dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah 

terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu 

termasuk dalam kewenangan hakim pengadilan.
55

 

Jadi, Wila>yat al-Hisbah secara garis besarnya seperti jawatan 

penuntut umum, sedangkan Muhtasib dapat disamakan dengan penuntut 

umum karena mereka adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-

hak umum dan tat tertib masyarakat. Walaupun dalam beberapa kasus 

terdapat perbedaan, namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa 

tugas al-Hisbah didalam hukum Islam merupakan dasar bagi penuntut 

umum sekarang ini.
56
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 Basiq Djalil, Peradilan Islam…, 128. 
56

 Ibid, 129. 
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BAB III 

FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA BAWASLU PERIHAL PELIBATAN 

ANAK SAAT KAMPANYE PILKADA TAHUN 2020 

A. Pengertian Lembaga Bawaslu 

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam rangka 

mewujudkan negara yang demokrasi dan harus dapat dilaksanakan dengan 

baik. Dengan topografi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat besar dan menyebar di seluruh 

wilayah Indonesia, menuntut agar penyelenggaraan Pemilihan Umum yang 

professional dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut 

Bawaslu dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan umum  adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
57

 Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena 

menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah 

oleh lembaga-lembaga negara, yakni: 

a. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang 

berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu 

tentang penyelesaian sengketa, 

b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan; dan 
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 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
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c. Mempunyai kewenangan mendekati fungsi dari lembaga yudikatif dalam 

hal menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian 

sengketa.
58

 

B. Sejarah Pengawasan Pemilihan Umum 

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu 

yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal 

berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan 

pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim 

penguasa sejak 1971, mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena 

diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu, 

hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu. 

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga 

Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih massif. 

Kritik dating dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai 

Demokrasi Indonesia (PDI) meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas pemilu pada tahun 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. 

Barulah pada tahun 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia 

Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini 

merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) 

dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. 

Era reformasi, tuntutan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri tanpa 

dibayang-bayangi penguasa semakin kuat. Kemudian dibentuklah lembaga 
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 Gunawan Suswanto, Mengawal Penegak Demokrasi, (Jakarta: Erlangga,2016), 13. 
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penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan dinamakan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan 

nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah 

itu, ,melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan 

mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu, Undang-Undang tersebut 

menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dibentuk sebuah 

lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur lembaga KPU. 

Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tantang Penyelenggara Pemilu dengan 

dibentuknya sebuah lembaga yang bersifat tetap yang dinamakan Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seiring nama yang berubah dari Panwaslak ke 

Panwaslu hingga menjadi Bawaslu, kantor lembaga pengawas demokrasi ini 

pun berpindah. Dalam buku Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah 

Seketsa karangan Nur hidayat Sardini disebutkan, semula kantor Bawaslu ada 

dilantai 2 Gedung KPU, pindah ke jalan Proklamasi, Jakarta, dan akhirnya di 

jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat. 

Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Ad hoc 

menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap 

yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, aparat 

Bawaslu ditingkat daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota hingga 

tingkat Kelurahan kewenangan pembentukanya masih menjadi kewenangan 

KPU. Sampai pada keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review, 
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yang dilakukan Bawaslu atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggaraan Pemilu itu yang memutuskan kewenangan 

pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam 

merekrut pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Setelah 

12 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan 

kewenangannya, hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu 

itu semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat Kota/Kabupaten teleh 

berubah statusnya dari Ad hoc menjadi permanen.
59

 

C. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Lembaga Bawaslu 

Sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, lembaga Bawaslu sendiri mempunyai beberapa tugas yang sudah 

diatur didalam pasal 93 paragraf 1  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum, yaitu Bawaslu Bertugas:
60

 

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 

untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

1. Pelanggaran Pemilu; dan 

2. Sengketa proses Pemilu; 

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaran Pemilu, yang terdiri atas: 

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 

2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 

3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 

4. Pelaksanaan persiapan lainya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 

atas; 

                                                           
59

 Robi Ardianto, Reyn Gloria, ‚Sekilas Sejarah Bawaslu Dari Awal Terbentuk‛, dalam 

https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk, diakses pada 17 

Februari 2021. 
60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk
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1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara 

serta daftar pemilih tetap 

2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 

3. Penetapan Peserta Pemilu; 

4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota 

DPR, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota 

DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

6. Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusianya; 

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu di 

TPS; 

8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat 

hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

9. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 

10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11. Penetapan hasil Pemilu; 

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang; 

f. Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia; 

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan,yang terdiri atas: 

1. Putusan DKPP; 

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, 

dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu 

kepada DKPP; 

i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; 

j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutanya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; 

l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan 

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan 

sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, 

Bawaslu bertugas: 
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a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta 

pelanggaran Pemilu; 

b. Mengoordinasi, menyupversi, membimbing, memantau, dan 

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; 

c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan 

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. 

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: 

a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; 

b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; 

c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan 

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak 

pidana pemilu; dan 

d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu. 

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: 

a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian 

sengketa proses Pemilu; 

c. Melakukan mediasi antar pihak bersengketa; 

d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 

e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. 

Bawaslu Berwenang: 

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan dengan adanya pelanggaran 

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Pemilu; 

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; 

c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; 

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi,dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas 

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota 

Kepolisian Republik Indonesia; 

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat 

dikenai sanksi atau akibat lainya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kapada pihak terkait 

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, 

pelanggaran kode etik, dugaan tindak  pidana Pemilu, dan sengketa 

proses Pemilu; 
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h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 

Panwaslu LN; dan 

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu 

Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dari anggota Panwaslu 

LN; dan 

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bawaslu berkewajiban: 

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR 

sesuai tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 

d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilihan secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

D. Kriteria Anak Menurut Undang-Undang 

Anak-anak atau Juvenale, adalah seseorang yang masih di bawah usia 

tertentu dan belum dewasa serta belum kawin, jika dilihat dari segi psikologis, 

anak adalah orang yang masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu 

sejak dilahirkan sampai usia 12 Tahun.
61

 Sedangkan pengertian anak menurut 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang 

dimuat di pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
62

 

                                                           
61

 Nanadang Sambas, Peradilan Pidana dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta 
Penerapanya, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1-2. 
62

 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
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kemudian didalam Surat Edaran Bersama yang sudah dibuat oleh keempat 

lembaga yaitu Lembaga Bawaslu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) 

menjelaskan bahwa anak yang dimaksud tidak boleh diikutsertakan dalam 

kegiatan kampanye adalah anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun. 

E. Perlindungan Anak Dari Penyalahgunaan Kegiatan Politik 

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

senantiasa harus kita jaga karena dalam diri anak tersebut melekat pula 

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 

Dari sisi kehidupan anak adalah masa depan suatu bangsa dan generasi 

penerus daripada cita-cita suatu bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak 

atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu 

setiap anak perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh 

menjadi masa depan suatu bangsa dan negara yang baik. 

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga 

dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan 

oleh hukum, Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan 

anak, negara dan pemerintah juga harus bertanggungjawab untuk 

menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin 

tumbuh dan kembangnya seorang anak secara optimal.  
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 Untuk menghindari dari terjadinya hal-hal buruk terhadap anak, setiap 

anak harus mendapatkan perlindungan, salah satunya hak perlindungan 

seorang anak yang sudah diatur didalam pasal 15 Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: ‚Setiap anak berhak 

memperoleh perlindungan dari:
63

 

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 

e. Pelibatan dalam peperangan; dan 

f. Kejahatan seksual.   

F. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang Ramah Anak 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi 

Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) 

melaksanakan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 

yang Ramah Anak. kegiatan ini dilaksanakan sebagai komitmen bersama 

dalam upaya mencegah pelibatan anak dalam kampanye pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Tahun 2020 ini. 

Dalam hal ini dihimbau kepada peserta, penyelenggara pemilihan, orang 

tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainya untuk menyukseskan 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang ramah anak 

dalam masa kampanye, dengan bersama-sama melakukan upaya: 

                                                           
63

 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
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a. Pencegahan pelibatan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun 

dalam kegiatan politik dan kampanye dilakukan dengan cara:
64

  

1) Membuat komitmen terhadap partai/kandidat yang mengikuti 

konstestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 

untuk tidak melbatkan anak dalam kampanye dan kegiatan politik 

untuk kepentingan kampanye; 

2) Membuat himbauan kepada masyarakat dan pendukung 

partai/kandidat yang mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 agar tidak mengikutsertakan anak 

dalam kegiatan kampanye dan kegiatan politik untuk kepentingan 

kampanye, serta wajib melaporkan jika mengetahui adanya 

pelanggaran kepada pihak yang berwenang; 

3) Melaksanakan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan, peserta, 

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku 

kepentingan lainya terkait tentang pelarangan pelibatan anak dalam 

kampanye; 

4) Membuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) berupa poster, 

banner, iklan layanan masyarakat, dan tagar melalui media cetak 

maupun dalam jaringan (daring) agar kampanye yang dilaksanaan oleh 

                                                           
64

 Surat Edaran Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

dan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 54 Tahun 2020, Nomor 10/KPAI/09/2020, Nomor 

0320/K.Bawaslu/HM.02.00/IX/2020, Nomor 28/KPU/2020, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota Tahun 2020 yang Ramah Anak. 
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peserta kampanye dan partai politik yang mengikuti Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 lebih ramah anak, dan; 

5) Penanggung jawab kampanye atau terkait kampanye harus 

memulangkan anak atau meminta pulang orang dewasa atau orang tua 

yang membawa anak. 

b. Penyediaan layanan yang cepat dan terintegrasi untuk penanganan kasus 

kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang 

melibatkan anak dan mengakibatkan anak menjadi korban pelanggaran 

kampanye melalui: 

1) Pembentukan tim penyedia layanan di daerah yang melaksanakan 

pemilihan yang terdiri dari unsur penyelenggara pemilihan, dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan 

perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, 

dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan, dan kepolisian; 

2) Penyediaan posko pengaduan yang mudah untuk diakses oleh 

masyarakat baik secara tatap muka maupun secara daring; 

3) Mendeminasiakan atau mensosialisasikan adanya posko pengaduan 

bagi masyarakat terhadap pelanggaran hak-hak anak dalam masa 

kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan 

4) Penyediaan tempat penitipan anak atau daycare di lokasi kampanye. 
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c. Pengawasan terhadap bentuk penyelahgunaan anak dalam kegiatan politik. 

Adapun bentuk penyalahgunaan anak sebagai berikut: 

1) Melibatkan anak untuk ikut menerima uang saat kampanye, menerima 

pembagian sembako maupun sedekah, dan sejumlah indikasi money 

politic lainya; 

2) Menyalahgunakan identitas identitas anak yang sebenarnya belum 

berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun diidentifikasi telah berusia 17 

(tujuh belas) tahun, termasuk memalsukan status status anak sebagai 

sudah menikah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); 

3) Memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, 

pesantren, dan lain-lain; 

4) Memasang foto, video anak, atau alat peraga kampanye lainnya; 

5) Menggunakan anak sebagai pengajur atau juru kampanye untuk 

memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

6) Menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dalam 

media apapun; 

7) Menampilkan anak di atas panggung kampanye calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota dalam bentuk hiburan 
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8) Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota; 

9) Menggunakan anak melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa 

dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota; 

10) Mempersanjatai anak atau memberikan benda tertentu yang 

membahayakan dirinya atau orang lain; 

11) Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan  hal-hal 

yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan 

suara; 

12) Membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arena 

terbuka yang membahayakan anak; 

13) Melakukan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang dapat ditafsirkan 

sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau 

perhitungan suara, seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air 

atau cat, dan/atau bentuk kekerasan/eksploitasi anak lainnya; 

14) Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, dan/atau tindakan-

tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya 

berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya 
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15) Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota; 

16) Menggunakan anak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa 

yang tidak menggunakan hak pilihnya; dan/atau 

17) Melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara. 

G. Sanksi Bagi Partai Politik Yang Melakukan Pelangggaran 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 kali ini berbeda dengan 

Pilkada tahun-tahun sebelumnya, pasalnya pemilihan kepala daerah serentak 

tahun 2020 ini dilaksanakan di tengah-tengah wabah pandemi covid-19. 

Tentunya ada sanksi terkait pelanggaran proses Pemilihan Kepala Daerah 

Tahun 2020 yang juga bersamaan dengan bencana nasional non-alam yaitu 

pandemi covid-19. Adapun sanksi bagi Partai Politik yang melakukan 

pelanggaran dengan cara melibatkan anak saat kampanye politik diatur dalam 

pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2020, yang berbunyi:
65

 

(1) Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim 

Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau 

menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang 

dilakukan melalui tatap muka secara langsung. 

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas 

kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau 

menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

                                                           
65

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19). 
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hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2). 

(3) Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon 

dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota mengenakan sanksi: 

a. Peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau 

b. Peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut 

usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak 

diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui 

tatap muka secara langsung. 
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BAB IV 

TINJAUAN FIQH SIYA<SAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN 

LEMBAGA BAWASLU PERIHAL PELIBATAN ANAK SAAT KAMPANYE 

PILKADA TAHUN 2020 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 

TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal 

Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Melihat dari fakta kasus di lapangan hampir diseluruh wilayah Republik 

Indonesia yang tengah melaksanakan Pilkada Tahun 2020, dalam hal ini 

lembaga Pengawas Pemilihan Umum atau biasa di sebut Bawaslu 

menemukan beberapa kasus pelanggaran dalam proses Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) Tahun 2020 yaitu dalam bentuk mengikutsertakan atau 

melibatkan bayi dan anak-anak yang belum memiliki hak memilih di dalam 

arena kampanye. Adapun beberapa modus pelanggaran kampanye lainya yang 

dilakukan oleh tim sukses maupun dari para pasangan calon yang dilakukan 

pada saat melakukan kampanye diantaranya menjadikan anak-anak sebagai 

bintang utama dari iklan politik dan memasang foto, video anak-anak atau 

alat peraga kampanye lainya.  

Maraknya pelanggaran pemilihan umum dengan cara melibatkan anak ke 

dalam suatu arena kampanye politik memang kerap terjadi disaat menjelang 

berlangsungnya suatu pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun 

sekali, tentunya persoalan ini memang kerap menjadi pembahasan setiap lima 

tahun menjelang pemilihan umum. Tetapi pada kenyataanya persoalan 
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pelanggaran hak anak dan pelanggaran proses pemilihan umum ini masih 

belum bisa terselesaikan dan kasus yang sama masih sering terjadi. 

Diperlukan langkah-langkah yang tegas dan lugas agar persoalan pelibatan 

anak saat kampanye ini bisa diselesaikan. Hal ini tentunya menjadi tugas kita 

bersama agar perlindungan hak-hak setiap anak bisa dilaksanakan dengan 

baik. 

Perlindungan hak anak apabila dikaitkan antara konsep negara hukum 

dengan negara demokrasi dapat diketahui, bahwa dalam prinsip negara 

hukum setiap anak berhak memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan 

dalam kegiatan politik, peraturan ini tertuang didalam pasal 15 huruf a 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, akan 

tetapi didalam konsep negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta 

didalam pemerintahan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya 

penyalahgunaan hak anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan 

umum, salah satunya yaitu melibatkan anak saat kampanye. Pasalnya 

sebagian besar masyarakat juga kurang begitu paham tentang hak-hak setiap 

anak yang harus didahulukan terlebih dahulu, mengingat di dalam pasal 1 

angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

Selain peran dari elemen masyarakat, tentunya peran dari beberapa 

lembaga yang berhubungan dengan persoalan anak ini memang sangat 
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dibutuhkan, terlebih lagi harus saling bersinergi antara pemerintah dan 

masyarakat agar persoalan anak ini dapat di selesaikan bersama. Dalam hal 

ini,  Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara yang bertugas untuk mengawasi 

proses berjalanya suatu pemilihan umum, tentunya Bawaslu mempunyai 

beberapa peranan, yaitu salah satunya melakukan pencegahan, pengawasan, 

penindakan terhadap pelanggaran tahapan pemilihan umum, sebagaimana 

yang sudah diatur pada pasal 93 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: 

b.  Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

1.  Pelanggaran Pemilu; dan 

2.  Sengketa proses Pemilu; 

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 

atas: 

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara 

serta daftar pemilih tetap; 

2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 

3. Penetapan peserta Pemilu; 

4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota 

DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;  

6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu di 

TPS; 

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat 

hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK; 

9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU, 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan, dan 

11. Penetapan hasil Pemilu. 
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Keberadaan Bawaslu dalam sistem demokrasi saat ini memang sangat 

diperlukan, bukan hanya mengawasi setiap proses dan tahapan Pemilu, akan 

tetapi juga mencegah dan menindak mereka yang melanggar ketentuan 

peraturan Pemilu yang bersifat administratif. Dengan adanya Bawaslu saja 

masih banyak pelanggaran dan kecurangan terjadi, apalagi dengan ketiadaan 

Bawaslu. Dalam hal ini lembaga Bawaslu sendiri bertugas untuk mencegah, 

mengawasi dan menindak sesuatu pelanggaran Pemilu yang bersifat 

administrasi.  

Kemudian dalam menanggapi persoalan anak ini sebagai upaya 

pencegahan dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran kampanye yang 

melibatkan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak, lembaga Bawaslu, 

bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Kemen PPPA), menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang 

mengatur tentang perlindungan hak-hak anak terhadap pelibatan anak saat 

kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang ramah anak.  

Maksud dari pembuatan Surat edaran Bersama ini dimaksudkan sebagai 

acuan bagi peserta dan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Wali Kota Tahun 2020, orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan 

lainya untuk tidak melibatkan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun 

dalam kegiatan politik dan kampanye. Tentunya larangan pelibatan anak saat 

kampanye ini dimaksudkan agar proses dari pemilihan kepala daerah yang 

kental dengan nuansa kompetisi tidak berdampak buruk terhadap anak. 
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Apabila pemahaman anak belum maksimal, dikhawatirkan akan 

memunculkan jiwa kompetisi yang tidak sehat pada anak. apalagi Pilkada 

kali ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya, pasalnya Pilkada serentak tahun 

2020 ini dilaksanakan ditengah wabah pandemid covid-19. Hal ini di 

maksudkan agar perlindungan terhadap anak semakin kompleks. 

Selanjutnya tujuan dari pembuatan Surat Edaran Bersama (SEB) ini 

bertujuan untuk; melindungi hak anak yang telah dijamin dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan, selain itu upaya untuk mencegah dan 

meminimalisasi terjadinya pelanggaran kampanye yang melibatkan anak 

yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota; dan selain itu untuk menjamin ketersediaan layanan penanganan kasus 

kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Wali Kota dan Wakil Walikota yang melibatkan anak atau 

mengakibatkan anak menjadi korban pelanggaran kampanye. 

 Surat Edaran Bersama (SEB) ini ada dikarenakan didalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak 

ditemukan norma yang mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai 

larangan pelibatan anak  saat kegiatan kampanye politik, hal ini lah yang 

mendasari adanya Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pilkada yang ramah 

anak sebagai bentuk perlindungan terhadap  anak. 

Adapun konsekuensi yang diterima yaitu berupa sanksi atau hukuman 

bagi para Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang melakukan 
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pelanggaran dengan melibatkan anak saat kampanye politik sudah diatur 

didalam pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2020, yang berbunyi:
66

 

(1) Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim 

Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau 

menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang 

dilakukan melalui tatap muka secara langsung. 

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas 

kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau 

menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2). 

(3) Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon 

dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota mengenakan sanksi: 

c. Peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau 

d. Peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut 

usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak 

diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui 

tatap muka secara langsung. 

       Selain itu adapun cara lain untuk memberi sanksi dan efek jera kepada 

para pelanggar pemilihan umum, seperti contoh mengusulkan diskualifikasi 

dan denda terhadap Pasangan Calon, Partai Poltitik bilmana terbukti 

melakukan pelanggaran Pemilihan Umum.  

 

                                                           
66

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19). 
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B. Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu 

Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

Fiqh Siya>sah dapat diartikan ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk 

beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, 

peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga atau badan resmi 

negara untuk menjalankan peraturan disuatu negara.  

Siya>sah Ida>riyyah merupakan bidang yang mengurusi atau yang 

membahas mengenai ketatanegaraan atau administrasi negara. Kemudian 

penyempurnaan dilakukan oleh khilafah setalah wafatnya Rasulullah SAW. 

Dan diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar 

periode mereka adalah penjabaran, pengembangan dan penerapan tata 

pemerintahan tata pemerintahan Islam atas dasar pertimbangan, bahwa 

tujuan sistem administrasi ini adalah untuk merealisasikan kepentingan 

publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam.   

Wila>yat al-Hisbah adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan 

untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan, yang menurut 

sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. Tugas 

dari Wila>yat al-Hisbah yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang yang 

tidak dapat mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang 

terjadi diantara manusia serta mengajak untuk berbuat kebaikan. Sedangkan 
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tugas Muhtasib  (komisioner Wila>yat al-Hisbah) yaitu mengawasi berlaku 

tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh 

dilanggar oleh seorangpun. 

Tugas Wila>yat al-Hisbah adalah terdiri dari tugas keagamaan, dengan 

misi untuk melakukan amar ma’ruf nahyu anil munkar; menyuruh orang 

untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang untuk melakukan perbuatan 

tercela. Baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, dan hak yang 

bertalian dengan keduanya (Allah dan hamba-Nya). Dimasa sekarang sama 

halnya dengan lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang sama-sama 

dalam hal kewenangannya berkaitan dengan hak hamba yaitu menyelesaikan 

permasalahan yang ada di masyarakat atau menyangkut kepentingan umum, 

seperti mencegah agar tidak melanggar hak-hak sesama rakyat; melibatkan 

anak saat kampanye pemilihan kepala daerah, sehingga hak dari seorang anak 

merasa dirugikan . Jadi seorang muhtasib harus mampu mengajak masyarakat 

untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah masyarakat untuk tidak 

mengganggu ketertiban umum. 

Selanjutnya kewenangannya yaitu sebagai badan pemberi peringatan dan 

badan pengawas, lembaga yang berwenang mengingatkan kepada masyarakat 

mengenai aturan-aturan yang ada dan harus dipatuhi, dengan cara 

menegakkan dan manaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari 

karena bertentangan dengan peraturan. Di antara contoh konkret pada masa 

Rasulullah yang sering disebut mengenai tugas dan kewenangan dari lembaga 

ini yaitu dalam hal mengawasi, memeriksa, dan mengingatkan penggunaan 
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ukuran (takaran dan timbangan) di pasar-pasar untuk kepentingan 

perdagangan agar terhindar dari kecurangan yang dapat merugikan. Jadi 

untuk lembaga ini tidak hanya mengawasi kejahatan-kejahatan yang 

dilakukan oleh penguasa saja melainkan segala macam perbuatan tercela yang 

dapat merugikan rakyat. Mereka juga berwenang mengatur dan mencegah 

masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang dianggap salah dan melanggar 

peraturan supaya mereka terhindar dari hukuman. 

Dalam beberapa kasus, seorang mustasib juga bertugas seperti hakim, 

yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan 

karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak 

menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan 

hakim akan memakan waktu yang sangat lama. 

Bawaslu sendiri adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang 

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara  

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya peran dari Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) tentunya sangat membantu lembaga Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) untuk meminimalisir dugaan terjadinya pelanggaran 

didalam proses pemilihan umum.   Sama halnya dengan lembaga al-Hisbah 

ini, disamping bertugas menegakkan dan mangawasi aturan yang sudah ada 

didalam hukum, juga bertugas untuk mengingatkan dan menegur orang-orang 

agar mereka mengikuti peraturan dengan baik.  Sesuai dengan misi dari 

lembaga Wila>yat al-Hisbah yaitu menyuruh orang untuk berbuat baik dan 
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mencegah orang untuk melakukan perbuatan tercela. Sebagaimana yang 

dimaksud dalam kaidah fiqh sebagai berikut: 

 

مٌْعَلىَْجَل ةِْال مَصَالخِِْ ءُْال مَفاَسِدِْمُقدََّ دَر 

Artinya: ‚Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan‛ 

Menurut kaidah diatas Bawaslu sendiri mempunyai peran untuk 

mencegah terjadinya suatu pelanggaran Pemilu, didalam suatu Pemilihan 

Umum kampanye politik adalah hal yang diperbolehkan menurut Undang-

Undang,  tetapi jika dalam kampanye terdapat indikasi pelanggaran, salah 

satunya dengan  melibatkan anak saat kampanye, maka hal ini harus dicegah, 

karena akan menimbulkan dampak buruk terhadap anak tersebut. Dalam 

islam mencegah suatu kejahatan, kesalahan, dan pelanggaran seperti 

melibatkan anak saat kampanye politik agar tidak sampai terjadi atau 

menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah ibadah yang cukup besar disisi 

Allah.   

Dalam hal ini bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya 

proses pemilihan umum, harus bisa berperan aktif dalam mencegah, 

mengawasi, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran 

yang bertentangan dengan peraturan yang ada, seperti kasus pelanggaran 

pelibatan anak saat kampanye Pilkada tahun 2020, yang dianggap melanggar 

hak dari seorang anak dan melanggar aturan  pelaksanaan kegiatan kampanye 

politik. Sebagaimana diatur dalam ayat Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 90: 
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ِعَوِِٱلۡفَحۡضَاءِِٓإِِ ِوَيَيۡهَََٰ ِذيِِٱلقُۡرۡبَََٰ عَدۡلِِوَٱلِۡۡحۡسََٰوِِوَإِيجَايِٕٓ
مُرُِبٱِلۡ

ۡ
ِيأَ َ ِٱللََّّ نَّ

رُِ ِِۚيعَظُِكُمِۡلَعَلَّكُمِۡثذََكَّ ِونَِِوَٱلهُۡيكَرِِوَٱلۡۡغَِۡ
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.
67

 

 

Didalam ayat Al-Qur’an diatas telah diajarkan kepada umat islam untuk 

berbuat kebaikan dan dilarang melakukan kemudhorotan atau perbuatan dosa 

dan senantiasa mendorong kita untuk berdakwah menyeru kepada agama 

Allah. Dalam upaya menciptakan suatu kondusifitas di lingkungan 

masyarakat perlu adanya pengawasan agar tidak ada pelanggaran yang terjadi 

dan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, hal ini merupakan suatu 

bentuk dari berbuat kebaikan dan melarang membuat kemudhorotan agar 

terwujudnya suatu kemaslahatan umat. 

Dalam pesta demokrasi, lembaga Bawaslu tugasnya bukan hanya 

mengawasi saja, termasuk pula mengajak kontestan dan masyarakat agar 

tidak melakukan pelanggaran pemilu alias mengajak berkompetisi secara 

sportif. Demikian juga pengawas pemilu menyeru masyarakat ataupun 

pemangku kepentingan pemilu agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang 

dapat merugikan orang lain atau tidak berbuat kerusakan di muka bumi. 

Salah satu ciri orang mukmin adalah menjadi generasi terbaik bangsa 

(khairah ummah). Tidak sedikit jalan untuk menjadi khairah ummah, salah 
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 Al-Qur’an, 16:90. 
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satunnya adalah mengawasi pesta demokrasi dengan penuh amanah, 

tanggung jawab, adil, dan berintegritas, tentunya hal ini sesuai dengan ajaran 

Islam. 

Di antara tugas lembaga Bawaslu yang sesuai dengan nilai-nilai islam 

lainnya adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan 

sengketa proses Pemilu. Didalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah 

Al Ma’idah ayat 8: 

َٰنِيَِۡ اَِْقَوَّ اَِْكَُىُ ِيوَِءَانَيُ اِٱلََّّ ٍَ يُّ
َ
أ دَاءَِٓبٱِلۡقِسۡطِِِۖوَلَِٗيََۡرنَِيَّكُمِِۡيَٰٓ ٍَ ِِصُ لِلََّّ
ِصَوَِ َ ِٱللََّّ إنَِّ ِْۚ َ اَِْٱللََّّ قُ وَٱتَّ ِۡۖ ىَٰ ََ قۡرَبُِللِجَّقۡ

َ
ِأ ََ ٌُ اَِْ ُ ِٱعۡدِل ْْۚ اَ ُ ِتَعۡدِل لَّٗ

َ
ِأ ٰٓ مٍِعََلَ َۡ ٔٔٔاَنُِقَ

بهَِاِتَعۡهَلَُنَِِ َِۢ ِخَبيُِر
 Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
68

 

 

Menurut ayat diatas didalam melakukan suatu penindakan dan 

memutuskan suatu perkara pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum, 

lembaga Bawaslu harus bisa menegakkan kebenaran dan bersikap  adil tanpa 

membeda-bedakan satu sama lain, diantara poin pentingnya adalah tidak 

memihak, tidak diskriminasi, dan menjalankan amanah sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

                                                           
68

 Al-Qur’an, 5:8. 
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Jadi berdasarkan tinjauan Fiqh Siya>sah, terkait tugas dan kewenangan 

lembaga Bawaslu yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang sesuai 

dengan ajaran yang telah diajarkan didalam agama Islam. Tentunya dalam hal 

lembaga penyelenggara yang mengawasi proses Pemilihan Umum, seperti 

tugasnya yaitu mencegah pelanggaran proses Pemilihan Umum agar tidak 

sampai terjadi dan tidak sampai menimbulkan kerugian, selanjutnya sebagai 

lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi 

berjalannya proses Pemilihan Umum, dan yang terakhir kewenangannya yaitu 

memeriksa dan melakukan penindakan (memutus) terhadap perkara 

pelanggaran administrasi Pemilihan Umum . Di masa Rasulullah terdapat 

lembaga yang sedemikian rupa sama terkait tugas dan kewenangannya yaitu 

lembaga Wila>yat al-Hisbah. 

Jika diperhatikan secara seksama terdapat beberapa tugas, kewewenangan, 

dan kewajiban pokok lembaga Bawaslu yang sama dengan lembaga Wila>yat 

al-Hisbah pada masa Rasulullah yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam. 

Yaitu sama dalam hal mencegah, mengawasi dan menindak terhadap para 

pelanggar yang melanggar hukum, terutama pelanggaran proses Pemilihan 

Umum, salah satunya adalah pelanggaran dengan melibatkan anak saat 

kampanye politik. Untuk kewajibannya lembaga ini harus bisa bersikap adil 

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, karena fungsi dari lembaga 

tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 

mempunyai tugas dan kewenangan yaitu;  mencegah, mengawasi, dan 

menindak (memutus) perkara pelanggaran administrasi Pemilu. Hal 

mengenai Kasus pelibatan anak saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah 

Tahun 2020 ini masih marak terjadi dikarenakan kurang tegasnya regulasi, 

sanksi dan penindakan bagi para pelanggar proses Pemilihan Umum, 

seperti halnya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Pemilihan Kepala Daerah tidak ditemukan norma yang mengatur secara 

tegas dan eksplisit mengenai larangan pelibatan anak saat kampanye 

politik. 

2. Bawaslu masuk kedalam Siya>sah Ida>riyyah yaitu bidang yang menangani 

perkara pelanggaran administrasi, selain itu, Tugas dan kewenangan 

Bawaslu dalam tinjauan Fiqh siya>sah mempunyai kesamaan dengan 

Wila>yat al-Hisbah, untuk tugasnya yaitu sama-sama mencegah agar tidak 

sampai terjadi pelanggaran dan mengawasi berjalanya suatu hukum agar 

terciptanya ketertiban di masyarakat. Selain itu kewenangannya sama-

sama  bisa menyelesaikan dan menindak (memutus) perkaranya sendiri 

serta tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya,  
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B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diajukan: 

1. Melihat kasus pelibatan anak saat kampanye yang masih sering terjadi 

setiap menjelang Pemilihan Umum di Indonesia, diharapkan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus bisa lebih tegas dan adil 

dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran pelibatan anak saat 

kampanye. Selain itu peran dari elemen masyarakat juga dibutuhkan 

dalam upaya pencegahan pelanggaran tersebut, karena dengan adanya 

sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa lebih efektif 

dalam menyelesaikan persoalan ini. 

2. Menurut penulis sebaiknya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, agar dimasukkan norma 

yang mengatur tentang pelarangan pelibatan anak dalam kegiatan 

kampanye politik. Selain itu pemerintah harus lebih serius lagi dalam hal 

menangani persoalan pelanggaran perihal perlindungan terhadap setiap 

anak, terutama perlindungan anak dari penyalahgunaan kegiatan politik, 

karena selama ini pemerintah kurang serius dalam menanggapi kasus ini.
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